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PERAN WAKIL RAKYAT DALAM
PROSES LEGISLASI PERATURAN DAERAH

Afrinaldy Rustam
Fekonsos UIN SuskaRiau, J. SubrantasKm. 15, Pekanbaru, 28293

Abstract: The research objective was to analyze the role of people’s representatives in the legislative
process of regional regulations (comparative study of the Riau DPRD and DPRD). There arethree
indicators that serve as benchmarks for research, namely the stages of planning, implementation
and accountability for regional regulations implemented by people’s representatives. In conducting
research, the writer requires perimer datain the form of interviews, direct observation of the field.
Then, secondary dataisin the form of documents related to Regional Regulations produced from
2014-2019. Subjects are determined based on the proposive sampling method, data analysis
techniques using qualitative descriptive, namely expressing the results of research by clearly
describing the data and information provided and describing the actual situation and interpreting
the data and facts found in the field. Based on interviews and observations, it was then analyzed so
that it was concluded that therole of the representatives of the peoplewas not maximal inimplementing
the regional legislation process, because the planning was not mature and the educational
background of the representatives of the people was not linear between academic education and
job placement. Infact, it isthe task of members of the Provincial DPRD to passregional regulations,
apart from supervising the executive and controlling the government budget.

Abgtrak: Tujuan penelitian adalah menganalis peran wakil rakyat dalam proseslegislas peraturan
daerah di DPRD Riau. Terdapat tigaindidkator yang menjadi tolak ukur penelitian yakni tahapan
perencanaan, pel aksanaan dan pertanggungjawaban terhadap peraturan daerah yang dilaksanakan
olehhwakil rakyat. Dalam melakukan penelitan penulis memerlukan data perimer berupawwawacara,
observasi langsung kelapangan. Kemudian, data sekunder berupa dokumn-dokumen yang
berhubungan dengan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang dihasilkan mulai tahun 2014-
2019. Subjek ditentukan berdasarkan metode proposive sampling, teknik analisa data dengan
menggunakan deskriptif kualitatif yaiitu mengungkapkan hasil penelitian dengan cara
mendeskripsikan secarajelas berupa urian datadan informasi yang diberikan dan menggambarkan
keadaan yang sebenarnya sertamenginrterprestasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.
Berdasarkan wawancara beserta observasi kemudian dianalisis sehingga disimpulkan bahwa
peran wakil rakyat belum maksimal dalam melaksanakan proseslegislasi daerah, karenakurang
matangnya perencanaan dan latar bel akang pendidikan wakil rakyat tidak linier antara pendidikan
akademis dengan penempatan kerja. Padahal mengesahkan peraturan daerah menjadi tugas anggota
DPRD Provinsi, selain mengawasi eksekutif dan mengontrol terhadap anggaran pemerintah.

KataKunci: wakil rakyat, badan legislasi, peraturan daerah

PENDAHULUAN

Kedudukan DPRD sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 implikasinyaadal ah antarakepala
daerah dan DPRD benar-benar memiliki kese-
taraan dan kesedergjatan dantidak adadominas
salah satu diantara keduanya dalam penyele-
nggaraan pemerintahan yang ada di daerah.
DPRD sebagai unsur penyel enggaraan Peme-
rintahan Daerah sekaligus sebagai Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD juga
mempunyai peranan yang sangat penting dalam
jalannya pemerintahan daerah. Bukan hanya
pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sgja tetapi pada Undang-Undang terbaru
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mengenai Pemerintahan Daerah tepatnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah hal yang seanda juga
mengamanatkan bahwa DPRD jugasalah satu
unsur penyel enggararoda pemerintahan yang
adadi daerah.

Menurut pasa 40 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang bunyinya, DPRD merupakan Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan
sebagal Unsur Penyel enggaraan Pemerintahan
Daerah. Lanjut pasal 41 berbunyi, DPRD me-
miliki Fungsi Legidasi, Anggaran dan Penga-
wasan. Tapi padaundang undang terbaru tepat-
nyapasal 96 fungsi legislasi berubah menjadi
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fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang

tujuannyalebih mengkhususkan Fungs Legidas

ada ah kewenangan yang dimiliki DPRD daam
hal pembuatan Peraturan Daerah (Peraturan

Daerah), yaitumemprakarsa ataul mengusulkan

lahiryaRancangan Peraturan Daerah (Rancangan

Peraturan Daerah) atasusulan DPRD dan juga

membahas dan menyetujui atau menolak Ran-

cangan Peraturan Daerah yang digjukan oleh

KepaaDaerah.

Pemerintah Daerah dan DPRD mempu-
nya kewenanganyang samaddam menentukan
pengambilan Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) ditingkat |okal. Namun DPRD sebagai
LembagaPerwakilan Rakyat |ebih berkompeten
mengaj ukan Rancangan Peraturan Daerah atas
inisiatif atau prakarsa DPRD untuk disahkan
menjadi Peraturan Daerah. Itu di karenakan
DPRD diberikan tugas untuk menampung as-
pirasi masyarakat selamamasaresesyang di
berikan kepadaanggota dewan.

Merujuk padaUndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 1 ayat (10) menyatakan ProsesLegidasi
di Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda
adal ah Instrumen perencanaan program pem-
bentukan Peraturan Daerah Proving atau Pera
turan Daerah Kabupaten/K ota yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Legidas Daerah adal ahinstrumen perencanaan
program di daerah yang dilakukan oleh Alat
K dengkapan Dewan yang bertugasuntuk mem-
bentuk Rancangan Peraturan Daerah mela ui
Badan Legidas Dagrah.

Padadasarnya DPRD besertaBadan Le-
gidas memegang peranan yang sangat penting
sebagal |lembagaperwakilan ddam menyaurkan
aspiras masyarakat melaui usulan Rancangan
Pembentukan Peraturan Daerah atas usulan
anggota dewan itu sendiri. Dalam pasa 31
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwkilan Rakyat
Daerah dan 2014 jugadisebutkan :

1. Sekurang-kurangnya lima orang anggota
DPRD dapat mengajukan suatu usul pra-
karsa rancangan peraturan daerah.

2. Usul prakarsa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan

DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan
Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan
diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat
DPRD.

3. Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD
disampaikan pada rapat paripurna DPRD,
setelah mendapat pertimbangan dan Panitia
Musyawarah.

4. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi
kesempatan memberikan penjelasan atas usul
sebagaimana dimaksud ayat (2).

5. Pembicaran mengenai sesuatu usul prakarsa
dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan
atas pandangan para anggota dan pendapat
Kepala Daerah;

b. Kepaladaerah untuk memberikan pendapat

c. Para pengusul memberikan jawaban atas
pandangan para anggota dan pendapat
Kepala Daerah.

6. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi
prakarsa DPRD, para pengusul berhak me-
ngajukan perubahan dan atau mencabutnya
kembali.

7. Pembicara diakhiri dengan keputusan DPRD
yang menerima atau menolak usul prakarsa
menjadi prakarsa DPRD.

8. Tata carapembahasan Rancangan Peraturan
Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ke-
tentuan yang berlaku dalam pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa
Kepala Daerah. Dari rumusan-rumusan
diatas menjadi sangat jelas bahwa salah satu
fungsi DPRD yang terpenting adalah Legislasi
dengan menggunakan hak mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah atas usul atau
inisiatif dari anggota dewan itu sendiri untuk
mencerminkan seorang pembuat kebijakan
di tingkat lokal.

Secaraempirik, pelaksanaan fungs pem-
bentukan Peraturan Daerah DPRD belum mem-
buahkan hasil yang menggembirakan bagi
masyarakat. Hal ini tergambar dari berbagai
Peraturan Daerah yang tel ah terimplementas,
belum s gnifikan untuk meningkatkantaraf hidup
masyarakat untuk lebih hidup lebih sgjahtera.
Kendatipun terdapat beberapa daerah yang
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berhasi| meningkatkan kesg ahteraan masyarakat
dari tindakan kebijakan dalam bentuk pelaksa-
naan Peraturan Daerah.

Dari 99 usulaninigaif DPRD, mash sangat
sedikit Peraturan Daerah yang bersumber dari
hasil usulan inisiatif DPRD. Bahkan secara
nasiond, raaratajumlah Peraturan Daerah yang
bersumber dari usulan inisiatif DPRD masih
berkisar di bawah dari 5 %. Artinya, terdapat
95 % Peraturan Dagrah addah hasil dari usulan
inigatif kepdadaerah (DataK ementerian Ddam
Negeri 2015). Kondisi ini sangat mempri-
hatinkan. Sebaga gambaran bahwa DPRD
belum efektif dan belum optima melaksanakan
fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Ken-
datipun Peraturan Daerah hasil dari usulan
inisiatif DPRD masih sangat minim, dari Sis
penyel enggaraan pemerintahan daerah dalam
skalanasional tetap tersel enggara berdasarkan
Peraturan Daerah yang berhasi| dibahas dan
ditetapkan DPRD bersama kepala daerah.
Artinya, posisi DPRD | ebih padapel aksanaan
fungsi pembentukan Peraturan Daerah dalam
banyak membahas Rancangan Peraturan Daerah
usulan KepalaDaerah.

METODE

Daadaninformad yang akan dikumpulkan
melaui kuisoner, wawancarapadasaat mel aku-
kan prasurvey dijadikan dasar mendeskripskan
indikator variable. Tipe penelitian ini dapat
dimasukkan keddam tipe deskriptif yaitu mene-
rangkan atau menguraikan keadaan riil di
lapangan yang berhubungan dengan Peran Wil
Rakyat dalam ProsesLegidas Peraturan Daerah
di DPRD Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Dagrah
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang padaimplementas nyadil aksanakan
ol eh suatu Panitia K husus bersama Perangkat
Daerahterkait, sertadengan melibatkan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang dilakukan melaui tingkat tingkat
pembi caraan. Adapun tingkat-tingkat pembica
raan tersebut dilakukan dalam Rapat Panitia
Khusus yang kemudian dilanjutkan dengan

Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan
Peraturan Daerah .

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaat-
annyaini, dimula dari dilaksanakannyaHearing
atau Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga
Adat Medayu dan Instans terkait lainnya, yang
dilaksanakan padatangga 12 November 2015
di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Jl.
Diponegoro, Pekanbaru. Namun, Notulen
Rapat dan Kesimpulan, sertaRekomendas dari
Rapat tersebut tidak dituangkan dalam bentuk
tertulisdalam Laporan Akhir PanitiaKhusus,
sehinggapenulistidak memperolehinformeas yang
lebih mendalam mengenai hasil dari rapat
tersebut, baik terhadap isu aktual, inventarisas
terhadap keberadaan masyarakat Hukum adat
dan Tanah Ulayat, maupun substansi materi
RanPeraturan Daerah.

Agenda atau pembahasan selanjutnya
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatannyaini adalah
Hearing dengan Lembaga Adat Melayu
Kabupaten/K ota pada tanggal 16 November
2015. Namun, Notulen Rapat dan Kesimpulan
Rapat dari Hearing tersebut jugatidak tercantum
dalam Laporan Akhir PanitiaK husus. Sdlanjut-
nya, untuk Peraturan Daerah substans yang
akan diaur dalam Rancangan Peraturan Daerah,
sertauntuk memperol eh perbandingan terkait
dengan keberadaan danimplementas peraturan
yang mengatur tentang keberadaan masyarakat
hukum adat dan Tanah Adat, maka Panitia
Khusus melaksanakan kunjungan kerja ke
Kementerian Agrariadan Penataan Ruang, BPN
RI padatanggal 12-14 November 2015, serta
Kunjungan KerjakeProving Bali padatanggal
19 - 21 November 2015. Dari 2 (dua) kunju-
ngan tersebut, Notulen Rapat dan Kessmpulan
Rapat jugatidak tercantum dalan Laporan Akhir
PanitiaK husus.

Mengenai uji publik, biasanyadilaksana-
kan sebelum Rancangan Peraturan Daerah
tersebut difindisas, gunanyaada ah untuk me-
nerimamasukan, saran dan pendgpat dan urgens
sartasubstang materinya Biasanyadilaksanakan
oleh Panitia K husus ketika sedang dilakukan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
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wal aupun sebenarnyaberdasarkan K etentuan,
kewenangan tersebut adadi Badan Pembentukan
Peraturan Daerah, dengan memanggil para
pemangku kepentingan pada saat uji publik
tersebut.

Kebiasaan yang berlaku di lingkungan
DPRD Provinsi dalam hal uji public tersebut
bukan diitilahkan sebagai Uji Publik, tapi Public
Hearing. Semacam dengar pendapat dengan
masyarakat yang dilakukan oleh Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, dengan cara
mengundang Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum
Pemerintah Daerah, DinasTerkait, Kampus, atau
Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga
terkaitlannya

Menurut K etua Badan Pembentukan Pe-
raturan Daerah DPRD, Hj. Sumiyanti, S.Sos.,
M.Si, ddamhd uji publik, DPRD menggunakan
igtilah Public Hearingyang substans nyamenurut
beliau adalah samadengan Uji Publik, karena
dari hasil Public Hearing tersebut, Badan
Pembentukan Peraturan Daerah darvatau Panitia
Khusus menerima masukan atau saran dan
pendapat dari stake holder terkait. Hinggasaat
ini, Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannyatersebut belum dapat diimple-
mentasikan karena peraturan pelaksana dari
Peraturan Daerah tersebut, yakni Peraturan
Gubernur (Pergub) belum ada. Dari uraianyang
telah penulis sampaikan di atas, maka secara
normaif, peran DPRD ddamformulas kebijakan
belum berjaan dengan baik.

Kdemahanfungs DPRD saat pe aksanaan
fungs pembentukan Peraturan Daerah Lebih ke
pada pemberian persetujuan terhadap Ranca-
ngan Peraturan Daerah. Padahal dalam mem-
bahas Rancangan Peraturan Daerah yang
disusulkan oleh kepala daerah dengan cara
mencermati, mengoreks, klarifikasi, usul per-
bai kan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
Sedangkan selaku anggota dewan Memberi
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah mtuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

Padaposs pdaksanaanfungs pembentukan
Peraturan Daerah DPRD yang masih terbatas
pada membahas dan memberikan persetujuan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi
Peraturan Daerah, memberi gambaran bahwa
kinerja DPRD dinilai sudah cukup berperan
wal aupun belum masuk padakategori kinerja
tinggi dalam penyel enggaraan pemerintahan
daerah. Akan tetapi sebagai negarayang me-
nergpkan prind p pemerintahan demokratisdaam
berbagai agpek kehidupan, efektivitasdemokras
dengan ditentukan oleh berperannyainstitusi
demokras termasuk DPRD secaraoptimd ddam
hal mel ahirkan berbagai kebijakan dan program
pembangunan yang efektif memajukan daerah
dan mewujudkan kesg ahteraan bagi masyarakat.
Hanyadengan carademikian, kehadiraningtitus
demokras termasuk DPRD berkorelasi positif
terhadap peningkatan kesgj ahteraan masyarakat
dan bukan sebdiknya.

Minimnya Potensi Peran DPRD dalam
Penyusunan Peraturan Daerah K essdaran tentang
besarnyapotensi DPRD ini perlu ditingkatkan
oleh paraanggota DPRD, mengingat banyak
yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam me-
ngawal penye enggaraan pemerintahan daerah.
Jumlah anggota DPRD yang cukup banyak
minimal 20 orang dan maksimal 50 orang bagi
anggotaDPRD kabupatervkota Jumlahminima
35 orang dan maksimal 100 orang bagi anggota
DPRD Proving, merupakarnjumlah yang cukup
signifikan untuk berbuat mel ahirkan kebijakan
dan program pembangunan daerah yang
berorientas padaupayamewujudkan kesgjah-
teraan masyarakat.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah,
DPRD beradapadaposisi tawar (Bargaining
Position) yang sangat menentukan substansi
Peraturan Daerah sebaga dasar bagi penyeleng-
garaan pemerintahan daerah. Posisi tawar
DPRD yang sangat menentukanini, didasarkan
padaperaturan Perundang-undangan tentang tata
tertib DPRD bahwa hampir semua fraks di
DPRD mengutuswakil secaraberimbang menjadi
panitiakhusus pansus pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah
bersama Kepala daerah. Artinya, komposisi
keanggotaan pansusdd am pembahasan Perduran
Daerah secarakuantitatif didominas olehanggota
DPRD. Dengan demikian, posisi strategisini
perlu dimainkan olen DPRD untuk mel akukan
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pengjaman bahkan perubahan fundamental

terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang
dig ukan kepal adaerah yang secarasubstansi

belum berorientas padapercepatan mewujudkan
kesg ahteraan masyarakat. Senjataampuh yang
dizunakan DPRD dalam membahas Rancangan
Peraturan Daerah adalah aspirasi rakyat yang
diperolenmeddui penjaringan aspiras padamasa
reses. Aspiras yangditerimadari hesil pengaduan
masyarakat kepadaDPRD. Atasdasar itu, ber-
baga koreks dan pencermatan terhadap Ranca-
ngan Peraturan Daerah agar dgpat meng-hedlken
Peraturan Daerah yang efektif prorakyat. Hal ini

menjadi kebutuhan untuk dilakukan olen DPRD
yang diwakili oleh anggotafraksi dalam mem-
bahas Rancangan Peraturan Daerah menjadi

Peraturan Daerah.

Kdemahan pdaksanaenfungs pembentukan
Peraturan Daerah DPRD yang belum mencapai
hasi| optimal disebabkan oleh beberapaha an-
taralain Aspek psikologisAspek sistem peru-
musan kebijakan publik Ke emahan pd aksanaan
Aspek kuaitas SDM fungs pembentukan Pera
turan Daerah DPRD Aspek sistem rekrutmen
Aspek organisasi a. Pada aspek psikologis,
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat
daerah secarakolektif belum memiliki kesadaran
kolektif yang tinggi untuk mengawal penyele-
nggaraan pemerintahan daerah yang efektif daam
upayamewuj udkan kesg ahteraan masyarakat,
ha ini disebabkan perilaku anggotaDPRD mash
diwarnai oleh kepentingan partai politik, yang
padatataran empirik tidak berkorelasi positif
dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat.
Dalamkondis ini, anggotaDPRD memerlukan
waktu yang cukup lama untuk melakukan
penyesuaan daam upayamembangun kesadaran
palitik, yangmemiliki komitmen memperjuang-
kan aspiras yakni kepentingan dan kebutuhan
masyarakat (publicini rakyat terest) b. Pada
aspek s stem perumusan kebijakan publik yakni
Peraturan Daerah yang dilakukan bersama
DPRD dan kepaladagerah, ternyata perwakilar
DPRD adalah representasi unsur fraksi dan
bukan representas aat kelengkapan DPRD
seperti unsur pimpinan, unsur badan musya-
warah, unsur komid, badan program pembentukan
Peraturan Daerah unsur badan anggaran, unsur

badan kehormatan dan unsur aat kelengkapan
lain yang diperlukan. Akibatnya, berbagai pan-
dangan anggota pansusyang membahas Ranca-
ngan Peraturan Dagerah | ebih pada pandangan
fraks sebagal perpanjangan partal politik, bukan
pandangan aat kelengkapan DPRD sebagai
perpanjangan perwakilan suararakyat. Implika-
sinya, kepentingan partai politik yang mendo-
minas daam pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah menjadi Peraturan Daerah
a Aspek kuaitas sumber dayamanusia
AnggotaDPRD berdasarkan dataKomis
Pemilihan Umum (KPU) rata-rata secarana-
sional berpendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA). Hal tersebut menggambarkan pemaha-
man terhadap peran DPRD terutama pel aksa-
naanfungs pembentukan Peraiuran Dagrahyaitu
perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar
anggotaDPRD dapat |ebih berperan aktif dalam
mel ahirkan gagasan dan konsep bahkan muncul-
nyakesadaran yangtinggi untuk menyampaikan
usulaninisaif Rancangan Peraturan Dagrah yang
bermuara pada Rancangan Peraturan Daerah
usulan inisiatif DPRD yang dibahas bersama
kepd adaerah menjadi Peraturan Daerah.

b. Aspek sistem rekrutmen

DPRD sebagal ingtitus yang keanggotaan-
nya dipilih oleh rakyat (konstituen) melalui
pemilihanumum | egidatif, memiliki kesulitandan
keterbatasan untuk berbuat banyak untuk rakyat
karenasebe um seseorang anggota DPRD dipilin
oleh rakyat dalam pemilihan umum, terlebih
dahulu harus mendapat persetujuan dandiusulkan
oleh partai politik. Artinya pola rekrutmen
keanggotaan DPRD secarasistem melaui dua
pintusdekd yakni: pertama, harusmedewati pintu
partai politik yakni seleks yang dilakukan oleh
partal politik yang bermuaramasuk daam daftar
usulan partal politik menjadi calon anggota
DPRD. kedua, harus melewati pintu rakyat
artinyasetelah ditetapkan menjadi calon tetap
olehkomis pemilihan umum daerah selanjutnya
disosdisasikan kepadamasyarakat untuk dipilih
menjadi anggotamel aksanaan pemungutan suara
padahari pemilihan umum. Polarekrutinenang-
gota DPRD yang harus melewati dua pintu
seleks, komposis energi yang dikerahkan oleh
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setiap anggota DPRD | ebih pada upayauntuk
melewati pintu partai politik sebagal prasyarat
utamayang harus| ol os apabilahendak menjadi
anggotaDPRD, daripadapintu rakyat kendatipun
jugamembutuhkan energi yang tidak sedikit.
Implikasinya, anggotaDPRD akan lebih menge-
depankan perjuangan kepentingan partal politik
di dalam pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah menjadi Peraturan Daerah bersama
kepaadaerah.

C.Aspek organisasi

Tampek bahwafad litaskerjadan dukungan
anggaran bagi anggota DPRD masih sangat
terbatas. Keterbatasan fasilitas bagi anggota
DPRD, menyebabkan anggota DPRD tidak
dapat mel akukan komunikas yangintensdengan
konstituen dan masyarakat umum di daerah,
untuk mengetahui perkembangan aspirasi dan
meningkatnyakebutuhan masyarakat. Hal ini
menyebabkan anggota DPRD belum efektif
melakukan “deteksi dini” terhadap percepatan
perkembangan permasalahan masyarakat.
K eterbatasan anggaran bagi anggota DPRD,
belum dapat mendorong peningkatan kinerja
anggota DPRD khususnyadalam ha! konsen-
tras bekerjauntuk menghasilkan kebijakan dan
program daerahyang prorakyat melaui kebijakan
Peraturan Daerah sebaga hasil usul inisiatif
DPRD

Penetgpan dan Pengesahan Pengundangan
Peraturan Daerah merupakan prosesadministratif
yang merupakan perjdanan akhir dari peranca
ngan sebuah draf Peraturan Daerah yaitu tahap
pengesahan yang dilakukan dalam bentuk
penandatanganan naskah oleh pihak pemerintah
daerah dengan DPRD. Dalam konsep hukum,
Peraturan Daerah tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum materil terhadap pihak yang
menyetujuinya Sejak ditandatangani, maka
rumusan hukum yang ada dalam Rancangan
Peraturan Daerah tersebut sudah tidak dapat di-
ganti secara sepihak. Sedangkan, proses pe-

ngundangan dalam lembaran daerah adalah
tahapan yang harus dilalui agar Rancangan
Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum
mengikat kepadapublik.

SIMPULAN

Peranwakil rakyat dalam proseslegidas
peraturan daerah Peran DPRD Riau dalam
kebijakandi tahun2014-2019 bdum maksmal.
Keemahanfungs DPRD saat pdaksanaanfungs
pembentukan Peraturan Daerah |ebih kepada
pemberian persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah. Padahal dalam membahas
Rancangan Peraturan Daerah yang disusulkan
oleh kepala daerah dengan cara mencermati,
mengorekd, klarifikas, usul perbaikanterhadap
Rancangan Peraturan Daerah. Selaku anggota
dewan memberi persetujuan terhadap Ranca-
ngan Peraturan Daerah mtuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.
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